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ARTICLE INFO ABSTRACT  

Article History: This study contributes to the empirical literature on fiscal 

decentralization by examining the role of regional fiscal 

capacity and intergovernmental transfers in driving 

economic growth and human development in eastern 

Indonesia, particularly Sulawesi. This study aims to analyze 

the influence of Original Regional Revenue (PAD), General 

Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), 

and Revenue Sharing Fund (DBH) on economic growth and 

the Human Development Index (PJK). This study uses a 

quantitative approach using panel data from 10 provinces in 

Sulawesi during 2017–2024. The analysis uses Fixed Effects 

Model (FEM) estimation with model selection tests, 

including the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier 

tests. The results show that PAD and DAK have a positive 

and significant effect on economic growth and PJK. DBH 

has a positive effect on economic growth but does not 

significantly affect PJK, while DAU does not show a 

significant impact on either indicator. Strengthening 

regional fiscal capacity and increasing the effectiveness of 

transfer fund allocation are important strategies to 

accelerate sustainable development in eastern Indonesia. 

 

ABSTRAK 

Studi ini berkontribusi pada literatur empiris tentang 
desentralisasi fiskal dengan meneliti peran kapasitas 
fiskal daerah dan transfer antar pemerintah dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia di wilayah timur Indonesia, 
khususnya wilayah Sulawesi. Studi ini bertujuan 
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untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah 
Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks 
Pembangunan Manusia (PJK). Studi ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data 
panel dari 10 provinsi di Sulawesi selama tahun 2017–
2024. Analisis menggunakan estimasi Model Efek 
Tetap (FEM) dengan uji pemilihan model, termasuk uji 
Chow, Hausman, dan Pengali Lagrange. Hasil 
menunjukkan bahwa PAD dan DAK memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan PJK. DBH berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap PJK, sedangkan 
DAU tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap 
kedua indikator tersebut. Penguatan kapasitas fiskal 
daerah dan peningkatan efektivitas alokasi dana 
transfer merupakan strategi penting untuk 
mempercepat pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia bagian timur. 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui 

keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan 

pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi.(Lefaan 

et al., 2026) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) 

tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk 

dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Rachmatulloh et al., 

2025) Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan 

pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer 

pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien.(Mukhlis et al., 2020) 

Kebijakan dana perimbangan ini dilaksanakan karena sumber-sumber utama keuangan 

daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum merata antara daerah yang satu 

dengan daerah yang lain.(Sri Rahayu Aprillia et al., 2026) Dana perimbangan diberikan oleh 

pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan 

PADnya. (Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 2026) Pemerintah kemudian menerbitkan UU 

Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
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Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (Teguh Alfharizqi, 2026). 

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Kawasan Indonesia Timur (KIT) selalu 

mendapatkan perhatian dan prioritas tetapi hingga kini pemerataan hasil pembangunan dan 

kemampuan daerah di kawasan KIT dalam keseluruhan upaya dan hasil masih tertinggal 

dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat (KIB) (Maulana & Priyono, 2026) 

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlihat jelas pada aspek 

keuangan, dimana alokasi dana transfer atau DAU, DAK, DBH yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah akan jauh lebih tinggi dan pemerintah daerah menjadi kurang 

memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaannya. Hal ini 

berakibat pada peran daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta akan 

meningkatkan dominannya peran dana transfer (Luthfia, 2026)  

Penelitian Ammar Muhammad Zain, (2026) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Siti Rabiyah, Fatahurrazak, 2026); (Pertiwi et al., 2026); (Wibowo, 2026); 

(Nuralam, 2026) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang 

disebabkan pengalokasian DAU difokuskan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan 

manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Qurratunnisa et 

al., 2026) dan Andriansyah et al., (2026) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif singnifikan 

terhadap IPM yang di karenakan pengoptimalan DAK untuk membangun insfrastruktur serta 

untuk pembangunan desa yang tertinggal. Dana Bagi Hasil (DBH) dalam penelitian yang telah 

dilakukan oleh Januari et al., (2026) dan Imelda & Saputra, Hendra, (2026) menyatakan bahwa 

DBH berpengaruh terhadap IPM. 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah 

Indonesia Timur; (2) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 

wilayah Indonesia Timur; dan (3) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur. 

 

STUDI LITERATUR 

Hubungan Dana Transfer ke Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Anggara, (2026) Transfer Ke Daerah adalah penerimaan daerah dalam bentuk 

pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari 

transfer pemerintah atasan yangdiakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.Pendapatan ini 
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meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Menurut UU No 1 Tahun 2022, Dana transfer atau yang kemudian disebut sebagai Transfer ke 

Daerah (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Otonomi Okhusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Kebiajakan TKD 

mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional serta peraturan undang-

undang terkait, sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Transfer Ke Daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari 

pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah 

daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat(Arifin & 

Rosalia, 2025) 

Dana transfer atau dana perimbangan pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN, yang kemudian dialokasikan ke tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer atau perimbangan terdiri dari 

dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah, dana alokasi umum yang 

merupakan komponen terbesar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar dan dana 

alokasi khusus yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sisilia & Harsono (2021) menyatakan bahwa 

salah satu komponen dana perimbangan yakni DAU berguna dalam mengatasi ketimpangan 

infrastruktur disetiap daerah sehingga diharapkan terjadinya pemerataan pertumbuhan di 

daerah. Menurut Hastuty et al., (2026), secara teori komponen dana perimbangan lain berupa 

DAK, ditujukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai belanja 

pemerintah daerah yang bersifat khusus, seperti belanja bidang pendidikan, kesehatan, 

pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan serta lingkungan 

hidup. Adapun tujuan alokasi belanja tersebut ialah meminimalkan ketidakmerataan 

infrastruktur publik antara satu daerah dengan daerah lainnya. 

Hubungan Dana Transfer ke Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Secara umum, teori mengenai kesejahteraan dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam, 

yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach. (Priyatno et al., 

2026) Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang 

dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin 

Tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya 

merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan neoclassical welfare theory 

menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. 

Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya new contractarian 

approach yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. 

Tujuan utama kebijakan desentralisasi di satu pihak adalah untuk mendukung kebijakan 

makro nasional yang bersifat strategis dan di pihak lain dengan mendesentralisasikan 

kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang 
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signifikan. Menurut Arifin & Rosalia, (2025) terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk 

menganalisis perkembangan ekonomi suatu wilayah, yang pertama adalah teori basis ekonomi, 

teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

berkaitan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah. Proses produksi dari 

industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal termasuk tenaga kerja 

dan bahan baku dan hasilnya diekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

pendapatan per kapita melalui penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut. Teori kedua yakni 

teori kedaerahan, teori ini sering digunakan untuk daerah perbelanjaan atau pengembangan 

yang dianggap paling tepat di suatu daerah. 

Seorang ekonom Jerman, Adolf Wagner mengemukakan teori yang lebih dikenal dengan 

Hukum Wagner. Dalam Hukum Wager, dinyatakan bahwa ukuran pemerintah akan sejalan 

dengan pembangunan yang dilakukan. Konsep yang sering disebut “hukum peningkatan 

aktivitas pemerintah” menitikberatkan pada ekspansi yang terjadi secara absolut maupun relatif 

dari sektor publik (termasuk pemerintah pusat maupun daerah serta perusahaan publik) sebagai 

dampak pertumbuhan pada sektor swasta (Sangadji et al., 2026). Berlandaskan dari Hukum 

Wagner mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, diduga 

bahwa belanja pemerintah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer atau 

Dana Perimbangan dapat merefleksikan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi akan erat hubungannya dengan peningkatan derajat hidup atau 

kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga demikian, diharapkan semakin tinggi pengeluaran 

pemerintah dengan meningkatnya PAD dan Dana Transfer, dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk 

data panel yang mencakup 10 provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua selama periode 

2017-2024. Wilayah penelitian terdiri atas Koridor Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo), Koridor Maluku (Maluku 

dan Maluku Utara), serta Koridor Papua (Papua dan Papua Barat) dan tidak termasuk 4 provinsi 

baru di wilayah Papua hasil pemekaran yang disahkan pada tahun 2022, Provinsi baru tersebut 

adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kerena 

keterbatasan data keempat provinsi ini tidak dimasukan dalam penelitian ini. 

Variabel penelitian ini meliputi Pertumbuhan Ekonomi perkembangan produk domestik 

regional bruto (PDRB), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Alokasi Khusus 

(DAK), variable Dana Alokasi Umum (DAU), variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

variable Dana Bagi Hasil (DBH) 
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Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2017-2024, bersumber dari website 

Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan 

variabel-variabel cross section maupun time series, data panel secara substansial mampu 

menurunkan masalah omitted variable atau mengabaikan variabel yang relevan (Gujarati, 2012). 

Model penelitian yang digunakan, yaitu model Pertumbuhan Ekonomi dan model indeks 

Pembangunan manusia. Model pertama merujuk pada model penelitian dari. Model kedua 

berasal dari. Kedua model kemudian disesuaikan atau dimodifikasi agar searah dengan tujuan 

penelitian. Adapun model pertama dispesifikasi sebagai berikut: 

LnPEit = 𝜶0 + 𝜶1LnPADit + 𝜶2LnDAUit + 𝜶3LnDAKit + 𝜶4LnDBHit + eit……….(3.1) 

LnIPMit = β0 + β1LnPADit + β2LnDAUit + β3LnDAKit + β4LnDBHit + β5LnPEit + eit…(3.2) 

Keterangan: 

1. PE  = Pertumbuhan Ekonomi 

2. IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

3. PAD    = Pendapatan Asli Daerah 

4. DAU = Dana Alokasi Umum 

5. DAK = Dana Alokasi Khusus 

6. DBH = Dana Bagi Hasil 

7. 𝛼 β = konstanta 

8. 𝜶1- 𝜶4  = koefisien regresi 

9. β1-β5 = koefisien regresi 

10. e  = error 

 

Prosedur Estimasi dan Tes Diagnostik 

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis 

hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, kapasitas fiskal, dan kualitas sumber daya manusia. 

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi model, yaitu Chow test, 

Hausman test, dan Lagrange Multiplier (LM) test untuk menentukan model yang paling sesuai 

antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model 

(REM). Selanjutnya, dilakukan pengujian diagnostik untuk memastikan validitas model yang 

meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila ditemukan indikasi 

pelanggaran asumsi klasik, terutama heteroskedastisitas dan autokorelasi, estimasi dilakukan 

menggunakan robust standard errors (White cross-section) untuk memperoleh standar error 

yang lebih konsisten dan menghasilkan estimasi yang lebih reliabel (Gujarati & Porter, 2009; 

Wooldridge, 2013). 

Tabel 1. Definisi Variabel, Satuan dan Sumber Data Penelitian 

No Variabel Simbol Satuan sumber 

1 Pertumbuhan Ekonomi LnPEit Persen BPS 
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2 Indeks Pembangunan Manusia  LnIPMit persen BPS 

3 Pendapatan Asli Daerah LnPADit Miliar Rupiah DJPK 

4 Dana Alokasi Umum LnDAUit Miliar Rupiah DJPK 

5 Dana Alokasi Khusus LnDAKit Miliar Rupiah DJPK 

6 Dana Bagi Hasil LnDBHit Miliar Rupiah DJPK 

    Sumber: Diolah peneliti berdasarkan BPS dan Kementerian keuangan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Pengujian model data panel pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews. 

Langkah awal dalam analisis pemilihan model data panel yaitu dilakukan estimasi data panel 

dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect 

Model (REM). (Johan, 2021)  

Tabel 2. Hasil Uji Data Panel Model 

Jenis Uji Model Penel 

Uji Chow F-Statistic Prob. Model 
Terpilih 

Cross-section F 99.037942 0.0000* FEM 

Uji Hausman Chi-Sq. 
Statistic 

Prob. Model Terpilih 

Cross-section random 74.772121 0.0000* FEM 

Uji langrange 
multiplier (LM) 

Chi-Sq. 
Statistic 

Prob. Model Terpilih 

Cross-section   random 84.16760 0.0000* REM 

Keterangan: *) Nilai Prob > 0,05 

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 1. nilai probabilitas cross-section F lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,0000 < 0,05. Interpretasi hasil Uji Chow model terpilih adalah fixed effect model 

(FEM). Hasil Uji Hausman pada Tabel 1. menunjukkan nilai probabilitas cross-section random 

lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.0000<0,05, Berdasarkan hasil Uji Hausman maka diperoleh bahwa 

fixed effect model (FEM) lebih baik jika dibandingkan dengan rendom effect model, FEM terpilih. 

Hasil uji Langrange Multiplier (LM) pada Tabel 1. menunjukkan nilai probabilitas cross-section 

random lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.0000 <0,05, berdasarkan hasil uji Langrange Multiplier (LM) 

maka diperoleh bahwa random effect model lebih baik jika dibandingkan dengan common effect 

model. Walaupun LM test menunjukkan REM dibanding CEM, hasil Hausman menunjukkan 

bahwa FEM lebih sesuai dibanding REM sehingga model akhir yang digunakan adalah FEM. 
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Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik penting untuk memastikan kelayakan model regresi sebelum penarikan 

kesimpulan. Pada model panel data yang digunakan, yaitu FIxed Effect Model (FEM), dilakukan 

pengujian asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Jika ditemukan pelanggaran, dapat diterapkan koreksi seperti transformasi data, robust standard 

errors, atau model alternatif. 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 PAD DAU DAK DBH PE 

PAD  1.000000  0.291804 -0.041929 -0.161366 -0.155797 

DAU  0.291804  1.000000 -0.001718  0.288398  0.062176 

DAK -0.041929 -0.001718  1.000000  0.072512  0.224886 

DBH -0.161366  0.288398  0.072512  1.000000  0.056314 

PE -0.155797  0.062176  0.224886  0.056314  1.000000 

            Sumber: Pengolahan data Eviews (2025) sig. <0,85 

Hasil uji Multikolinearitas pada tabel 3 menjelaskan Koefisien kolerasi variabel PAD dan 

DAU sebesar 0.291804< 0,85, Koefisien kolerasi PAD dan DAK sebesar -0.041929< 0,85 dan 

koefisien kolerasi PAD dan DBH sebesar -0.161366< 0,85 dan koefisien kolerasi PAD dan PE 

sebesar -0.155797< 0,85 dan koefisien kolerasi PE dan DBH sebesar 0.056314< 0,85 Maka dapat 

disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Panel Period Heteroskedasticity LR Test 

Model persamaan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM 

Likelihood Ratio Value df Probability 

 8.631731 10 0.1049 

            Signifikan (>0,05). Sumber: diolah (Eviews) 

Hasil Uji LR Heteroskedastisitas Periode Panel menunjukkan nilai probabilitas 0,1049 

(>0,05), sehingga H0 diterima. Ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas periode panel, artinya varians residual relatif stabil dari waktu ke waktu. 

Dengan demikian, tidak ada indikasi perubahan sistematis dalam varians kesalahan dalam 

periode penelitian. Meskipun demikian, estimasi masih dilakukan menggunakan kesalahan 

standar robust (White cross-section) untuk mengatasi potensi autokorelasi dan memastikan 

inferensi statistik yang lebih konsisten dan andal 

 

Hasil Uji Hipotesis 

 Hipotesis pertama dengan menggunakan model Fixed Effect Model (FEM) yang ingin 

menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Hasil pengujian ditunjukan pada tabel berikut. 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM) Pertumbuhan Ekonomi 

Variable Coefficient Prob. 

keterangan Konstanta -4.989768 0.0509 

LnPADit 0.250259 0.0284 Signifikan positif (**) 

LnDAUit 0.036039 0.6075 Tidak signifikan 

LnDAKit 0.100851 0.0014 Signifikan positif (***) 

LnDBHit 0.075076 0.0800 Signifikan positif (*) 

Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM) 

Adjusted R-squared 0.976870 

F-statistic 250.8861 

Prob(F-statistic) 0.000000 

    Durbin-Watson stat 1.159316 

       *Signifikan pada α = 10%; **signifikan pada α = 5%; ***signifikan pada α = 1%. Sumber: diolah 

(Eviews) 

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD, DAK dan DBH 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah SULAMAPUA. 

Koefisien LnPAD sebesar 0,250259 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25%, ceteris paribus. Sementara itu, DAU tidak 

menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai 

Adjusted R-squared sebesar 0,976870 menunjukkan bahwa sebesar 97,68% variasi pertumbuhan 

ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam model. Selanjutnya, 

hipotesis kedua yang ingin melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer pusat ke 

daerah terhadap Pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM)  

Indeks Pembangunan Manusia 

Variable Coefficient Prob.  

Keterangan Konstanta -17.87331 0.2928 

LnPADit 3.251425 0.0001 Signifikan positif (***) 

LnDAUit 0.079525 0.8660 Tidak signifikan 

LnDAKit 0.824944 0.0001 Signifikan positif (***) 

LnDBHit 0.040885 0.8858 Tidak signifikan 

Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM) 

Adjusted R-squared 0.958048 

F-statistic 136.1181 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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    Durbin-Watson stat 1.518231 

    *Signifikan pada α = 10%; **signifikan pada α = 5%; ***signifikan pada α = 1%. Sumber: diolah 

(Eviews) 

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia wilayah SULAMAPUA. Koefisien 

LnPAD sebesar 3.251425 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan 

indeks Pembangunan manusia sebesar 3,25%, Koefisien LnDAK sebesar 0.824944 menunjukan 

bahwa peningkatan pada DAK sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,82%. Sementara 

itu, DAU dan DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap IPM. Nilai 

Adjusted R-squared sebesar 0.958048 menunjukkan bahwa sebesar 95,80% variasi indeks 

Pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam model. 

Hipotesis ketiga yang ingin melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer pusat ke 

daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah 

Indonesia Timur ditunjukkan pada tabel berikut 

 

Tabel 7. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM) 

 Indeks Pembangunan Manusia 

Variable Coefficient Prob. 

Keterangan Konstanta 1.888987 0.8945 

LnPADit 2.260259 0.0008* Signifikan positif (***) 

LnDAUit -0.063209 0.8697 Tidak signifikan 

LnDAKit 0.425519 0.0216* Signifikan positif (**) 

LnDBHit -0.256458 0.2841 Tidak signifikan 

LnPEit 3.960564 0.0000* Signifikan positif (***) 

Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM) 

Adjusted R-squared 0.972121 

F-statistic 191.4399 

Prob(F-statistic) 0.000000 

    Durbin-Watson stat 0.980917 

Keterangan:     *Signifikan pada α = 10%; **signifikan pada α = 5%; ***signifikan pada α = 1%. 

Sumber: diolah (Eviews) 

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD, DAK dan PE berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia wilayah SULAMAPUA. Koefisien 

LnPAD sebesar 2.260259 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan 

indeks Pembangunan manusia sebesar 2,26%, Koefisien LnDAK sebesar 0.425519 menunjukan 

bahwa peningkatan pada DAK sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,42% dan Koefisien 

LnPE sebesar 3.960564 menunjukan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% 

akan meningkatkan IPM sebesar 3,96% Sementara itu, DAU dan DBH tidak menunjukkan 



 
 
 

 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Tranfer ke Daerah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah 

Sulampua 

(Sun’an, et al.) 

 

 

        4759 

eISSN 3063-802X & pISSN 3063-8011 

pengaruh signifikan secara statistik terhadap IPM. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.972121 

menunjukkan bahwa sebesar 97,21% variasi indeks Pembangunan manusia dapat dijelaskan 

oleh variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan PE dalam model. 

  

PEMBAHASAN 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Pembangunan Manusia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia Timur. 

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD telah mampu meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, baik melalui peningkatan 

infrastruktur, pelayanan publik, maupun program sosial ekonomi masyarakat. (Ammar 

Muhammad Zain, 2026) maka dari itu, semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan 

PAD, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Secara teoritis, peningkatan PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam 

membiayai berbagai program pembangunan. Pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari 

pajak dan retribusi, memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam 

menyediakan fasilitas publik, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mendorong aktivitas 

ekonomi.(Pertiwi et al., 2026) Hal ini sejalan dengan penelitian Susani & Hanifa, (2026) dan 

(Wibowo, 2026) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan daerah akan memengaruhi 

pengeluaran pemerintah daerah dan selanjutnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengaruh PAD terhadap IPM menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang meningkat 

dapat mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan 

pelayanan dasar lainnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan PAD secara 

efektif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui peningkatan 

indikator pembangunan manusia. (Nuralam, 2026) Hal ini sesuai dengan pandangan (Nor et al., 

2026) yang menyatakan bahwa semakin besar penerimaan daerah, maka semakin besar 

kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Rahayu Aprillia et al., (2026); Eka 

Saputera dan Pandoyo (2020) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Sisilia dan Harsono (2021) juga menunjukkan bahwa PAD, 

DAK, dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, 

Teguh Alfharizqi, (2026) menjelaskan bahwa peningkatan PAD dapat mendorong pembangunan 

daerah melalui peningkatan belanja publik dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang pada 

akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Berdasarkan hasil temuan, dapat dijelaskan 

bahwa PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus 
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menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusia di wilayah Indonesia Timur. 

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan 

Manusia 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen desentralisasi fiskal yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan 

kemampuan fiskal antarwilayah serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. (Anggara, 2026) Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), variabel DAU 

memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah 

SULAMAPUA. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU cenderung meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi secara statistik pengaruhnya belum cukup kuat. Secara teoritis, 

hasil ini dapat dijelaskan melalui konsep desentralisasi fiskal Oates (1972) yang menyatakan 

bahwa transfer fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik apabila pemerintah daerah 

mampu mengalokasikan dana sesuai kebutuhan masyarakat. (Pertiwi et al., 2026) Namun, 

besarnya transfer fiskal belum secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila 

penggunaannya masih dominan untuk belanja operasional dibandingkan belanja produktif yang 

mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.(Sangadji et al., 2026) 

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 

bahwa efektivitas pemanfaatan transfer umum masih menjadi tantangan di wilayah Indonesia 

Timur. DAU yang bersifat block grant memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam 

menentukan prioritas belanja, tetapi fleksibilitas tersebut dapat menyebabkan dampak ekonomi 

yang berbeda antarwilayah.(Inayah, 2026) Apabila DAU lebih banyak dialokasikan untuk belanja 

pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, maka kontribusinya terhadap peningkatan 

investasi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi menjadi 

terbatas. (Khasanaha & Hutabarat, 2026) Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan 

empiris yang menunjukkan bahwa DAU tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena besarnya dana transfer belum mencerminkan kualitas 

pengelolaan fiskal daerah. (Prasapawidya et al., 2025);(Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 

2026) Dengan demikian, peningkatan DAU perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola anggaran 

agar mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU juga berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

peningkatan DAU belum mampu secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan 

manusia di wilayah SULAMAPUA. (Salim, 2026) Secara teoritis, transfer fiskal seharusnya 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. (Prasapawidya et al., 2025) Namun, dampak 

terhadap IPM membutuhkan proses jangka panjang karena pembangunan manusia tidak hanya 

dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas implementasi program dan efektivitas 
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belanja publik. (Siti Rabiyah, Fatahurrazak, 2026) Temuan ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa DAU belum memberikan pengaruh signifikan terhadap 

IPM ketika pengelolaan transfer belum diarahkan secara optimal pada sektor pembangunan 

manusia.(Hastuty et al., 2026) Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas 

perencanaan dan penganggaran agar DAU tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan 

administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan 

Manusia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana aloksi umum berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks Pembangunan manusia di wilayah 

Indonesia timur. Artinya bahwa, jika semakin meningkat dana alokasi umum yang diberikan 

pemerintah pusat ke daerah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan indeks 

Pembangunan manusia. (Maulana & Priyono, 2026) Pemberian DAU kepada pemerintah daerah 

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah.(Siti Rabiyah, Fatahurrazak, 2026) Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup 

signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah 

secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih 

panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat sehingga akan 

dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Srasa Saswatata; 2022).  

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, 

termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. (Sri Rahayu 

Aprillia et al., 2026) Dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, 

karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna 

meningkatkan pelayanan publik (Maulida et al., 2022). Semakin besar jumlah DAK yang diterima 

daerah, maka daerah dapat melakukan pembangunan jangka panjang yang lebih baik lagi 

sehingga berpangaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai 

teori transfer conditional grant yaitu transfer dengan syarat dan sesuai kajian empiris yang 

dilakukan oleh Sri Ayu Ningsi, (2026), Mokorowu (2020),  dan Siti Rabiyah, Fatahurrazak, (2026) 

yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan masnusia di wilayah Indonesia 

Timur. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Maemona & Choerudin, (2026) dengan hasil 

pengujiannya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Namun, tidak sejalan dengan Anggara, (2026) yang menyatakan bahwa 

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian tentang 
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pengaruh DAK terhadap IPM oleh Suhyanto et al. (2020) memperoleh simpulan bahwa semua 

dana transfer termasuk DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sedangkan, 

penelitian Sembiring (2020) menghasilkan simpulan bahwa DAK Fisik tidak memiliki pengaruh 

terhadap IPM. Berbeda dengan Srikandi M. Gafur, Cicilia A. Tungga, (2023) yang menyatakan 

bahwa pengelolaan DAK belum berorientasi ke anggaran berbasis kinerja sehingga belum efektif 

dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan 

Manusia 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang 

menunjukan sejauh mana akan menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. 

Setiap daerah dituntut untuk mampu menggali sumber pembiayaan dalam pelaksanaan 

pembangunan daerahnya. (Teguh Alfharizqi, 2026) Pada akhirnya sumber pembiayaan untuk 

pembangunan daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya 

sumber-sumber penerimaan daerah. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah 

yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam 

mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. (Sri Rahayu Aprillia et al., 

2026) Dana Bagi Hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan 

desentralisasi.(Luthfia, 2026) 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia di 

wilayah Indonesia Timur. Hal ini mengandung makna bahwa dana bagi hasil yang merupakan 

dana transfer belum cukup mampu mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan 

desentralisasi, yang disebabkan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Arifin & 

Rosalia, 2025) Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang sifatnya block grants sama 

seperti dana alokasi umum yang penggunaan dan pengelolaannya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, tetapi ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh 

pemerintah pusat. (Putu et al., 2026) Sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal 

penggunaan DBH untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Handayani (2020) yang menyimpulkan bahwa dana 

bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. 

Selanjutnya, sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Mokorowu (2020), Inayah, (2026); Pertiwi 

et al., (2026) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. (Ashari et al., 2026) menemukan bahwa DBH tidak memiliki dampak atau pengaruh 

terhadap variable IPM. Dikarenakan penyelenggaraan dan pemanfaatan DBH adalah 
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kewenangan pemerintah daerah, di sisi lain DBH tidak semuanya diserahkan kepada daerah 

yang dikarenakan ada beberapa bagian DBH yang masih di atur oleh pemerintah pusat. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah mencerminkan prestasi suatu daerah 

dalam mengendalikan kegiatan perekonomiannya baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya didukung oleh kualitas modal 

manusia. Adanya modal manusia yang berkualitas diyakini memberikan pengaruh yang baik 

pula terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Hukma Ratu Purnama, Syamsu Nujum, 

Fadhila Ratu Pratiwi, 2026) Untuk mengetahui kualitas modal manusia, United Nation 

Development Programme (UNDP), telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang 

dibentuk berdasarkan tiga indikator yaitu 1). lamanya hidup, 2). Tingkat pendidikan, 3) tingkat 

kehidupan yang layak (Utami FP, 2020). 

 Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap indeks Pembangunan manusia di Wilayah Indonesia Timur. Artinya bahwa, jika 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong kenaikan indeks 

Pembangunan manusia(Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 2026). Peningkatan kualitas 

manusia yang tercermin dari IPM pada suatu wilayah atau daerah melalui pembangunan 

manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan 

pengelolaan di wilayahnya. 

Secara spesifik, peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan pada dimensi kesehatan, akses 

pendidikan, serta standar hidup layak yang secara kolektif memicu produktivitas penduduk 

lebih tinggi.(Mentari et al., 2026) Fenomena ini mengindikasikan adanya trickledown effect dari 

aktivitas ekonomi produktif yang dialokasikan oleh rumah tangga dan pemerintah dalam bentuk 

pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. (Nor 

et al., 2026) Lebih lanjut, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi sosial ini 

secara simultan menjadi katalisator dalam menurunkan angka kemiskinan serta menciptakan 

redistribusi pendapatan yang lebih merata di suatu wilayah (Inayah, 2026). 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dan transfer pemerintah 

memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia 

di wilayah SULAMAPUA. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi tetapi belum mampu meningkatkan IPM secara signifikan, sedangkan 

Dana Alokasi Umum (DAU) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kedua 

indikator pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah 
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dan peningkatan efektivitas pemanfaatan dana transfer perlu menjadi prioritas kebijakan untuk 

mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur. Saran Penelitian 

Pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli 

daerah dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retibusi daerah serta sumber penerimaan 

lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan pendapatan asli daerah secara efektif dan optimal sehingga 

dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

di wilayah Indonesia timur. Tranfer ke daerah berupa dana alokasi khusus, dana alokasi umum, 

dana bagi hasil yang disebabkan keterbatasan pendapatan daerah, perlu dimanfaatkan secara 

optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di 

wilayah Indonesia timur. 
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